PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR & TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Menimbang

Mengingat

b.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

bahwa dengan berlakunya Undang- Undang Nomor
24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
administrasi Kependudukan, maka beberapa
ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun
2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan perlu disesuaikan dan dilakukan
perubahan.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan  Daerah tentang  Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 ’I;entang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

N
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara  Republik
Indoﬁesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3474);

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Negara Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi
dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4880);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4634);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,



10.

s 2

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4674, sebagaimana telah diubah menjadi
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nom’or 4674, Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayananan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5080); '
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak; (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5606);
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Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Adm,inistrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6354); Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun
2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun
2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di
Daerabh;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun
2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan
Dokumen kependudukan Bagi Penduduk Rentan
Administrasi Kependudukan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun
2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan
dan Pelaporan Akta yang diterbitkan oleh Negara
Lain;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun
2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan
Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat
Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan
dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil
Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil di
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 177);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun
2013' tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 61);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun
2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non
Permanen (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 147);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun
2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup Dan
Tatacara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan
Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan
Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun
2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011
tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda
Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 256;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun
2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan
Kepemilikan Akta Kelahiran (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun
2017 tentang Blangko Kartu Keluarga, Register
dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1764);
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26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun
2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil Dan
Petugas Registrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1765);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2017, tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1766);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

Menetapkan

dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN.

Pasal 1
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2012 Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna
Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Natuna Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud

dengan :
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Daerah adalah Kabupaten Natuna.
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai
unsur penyelenggara Perangkat Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

'Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.
Instansi Pelaksana adalah Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil.

Petugas Registrasi adalah Pegawai yang diberi
tugas dan tanggungjawab memberikan
pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan
dan peristiwa penting serta pengelolaan dan
penyajian Data Kependudukan di
Desa/Kelurahan atau nama lainnya.

Unit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana
selanjutnya disebut UPT Instansi Perangkat
Daerah yang membidangi kependudukan ada-
lah satuan kerja di tingkat Kecamatan yang
bertanggung jawab kepada Perangkat Daerah
yang membidangi kependudukan.

Kecamatan adalah lingkungan kerja
perangkat Pemerintahan wilayah Kecamatan
yang meliputi beberapa desa dan Kelurahan.
Rukun Tetangga yang selanjutnya di singkat
RT adalah lembaga masyarakat yang dibentuk
oleh masyarakat di bawah Rukun warga, di-
akui dan dibina oleh Pemerintah untuk me-
melihara dan melestarikan nilai-nilai  ke-
hidupan masyarakat Indonesia yang ber-
dasarkan kegotongroyongan dan kekeluar-
gaan serta untuk membantu meningkatkan
kelancaran tugas Pemerintah, Pembangunan

dan kemasyarakatan di Desa/ Kelurahan.
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Rukun Warga yang selanjutnya di singkat
RW adalah lembaga masyarakat yang diben-
tuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh
Pemerintah untuk memelihara dan me-

lestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat

Indonesia yang berdasarkan

kegotongroyongan dan kekeluargaan serta un-
tuk membantu meningkatkan kelancaran
tugas Pemerintah, Pembangunan dan ke-
masyarakatan di Desa/Kelurahan.

Penduduk adalah Warga Negara Indonesia
dan orang asing yang bertempat tinggal di
Indonesia.

Warga Negara Indonesia adalah orang-orang
bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa
lain yang disahkan dengan undang-undang
sebagai Warga Negara Indonesia.

Orang Asing Tinggal Terbatas adalah orang
asing yang tinggal dalam jangka waktu
terbatas diwilayah Negara Republik Indonesia
dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari
instansi yang berwenang.

Orang Asing Tinggal Tetap adalah orang asing
yang berada dalam wilayah Republik
Indonesia dan telah mendapat izin tinggal
tetap dari instansi berwenang.

Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara
adalah Warga Negara Indonesia yang
bertempat tinggal diluar domisili asli atau
tempat tinggal tetapnya.

Administrasi Kependudukan adalah
rangkaian kegiatan penataan dan penertiban
dalam penerbitan dokumen dan data
kependudukan melalui pendaftaran
penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan

informasi adminstrasi kependudukan serta
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pendayagunaan hasilnya untuk pelayan
publik dan pembangunan sektor lain.

Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan
biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan
peristiwa kependudukan dan pendataan

penduduk rentan administrasi kependudukan

‘serta penerbitan dokumen penduduk berupa

Kartu Identitas atau Surat Keterangan
Kependudukan.

Pendaftaran Perpindahan Penduduk Antar
Negara adalah pencatatan dan
pemberian/perubahan dokumen penduduk
bagi orang asing yang tingal terbatas/tetap
dan Warga Negara Indonesia yang pindah
datang ke/dari luar negeri untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau
lebih dari 1 (satu) tahun sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.

Pindah Datang Penduduk adalah perubahan
lokasi tempat tinggal untuk menetap karena
perpindahan dari tempat yang lama ke tempat
yang baru.

Keluarga adalah unit terkecil dalam
masyarakat yang terdiri atas suami, istri dan
suami istri dan anaknya, atau ayah dan
anaknya, atau ibu dan anaknya dan orang
lain yang menjadi tanggungjawab kepala
keluarga.

Kepala Keluarga adalah seorang dari seke-
lompok anggota keluarga yang bertax;ggung—
jawab  atas kebutuhan sehari-hari, atau
orang yang dianggap/ditunjuk se-
bagai kepala keluarga.

Anggota Keluarga adalah orang yang
menajalani kehidupan bersama dan

bertempat tinggal dalam suatu bangunan
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dengan kepala keluarga karena adanya
hubungan darah, perkawinan atau ikatan
lainnya.

Kartu Keluarga selanjutnya disingkat dengan
KK adalah kartu identitas keluarga yang

memuat data tentang nama, susunan dan

,hubungan dalam keluarga, serta identitas

keluarga.

Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang
selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu
Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang
merupakan indentitas resmi penduduk se-
bagai bukti diri yang diterbitkan oleh in-
stansi pelaksana.

Kartu Identitas Anak yang selanjutnya
disngkat menjadi KIA adalah identitas resmi
anak sebagai bukti diri anak yang berusia

kurang dari 17 tahun dan belum menikah

. yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang

membidangi urusan Kependudukan di
Daerah.

Tempat Perekaman Data Kependudukan yang
selanjutnya disingkat TPDK adalah fasilitas
yang dibangun di Kabupaten, Kecamatan,
Desa atau Kelurahan untuk melakukan
perubahan, pengolahan, pemukhtahiran data
hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan
sipil untuk penerbitan dokumen penduduk
serta penyajian informasi kependudukan.
Biodata Penduduk adalah keterangan yang
berisi elemen data tentang jati diri, informasi
dasar serta riwayat perkembangan dan
perubahan keadaan yang dialami oleh

penduduk sejak saat kelahiran.
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Nomor Induk Kependudukan yang
selanjutnya disingkat NIK adalah nomor
identitas penduduk yang bersifat unik atau
khas tunggal dan melekat pada seseorang

yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

Dokumen kependudukan adalah dokumen

resmi yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah
yang membidangi kependudukan yang
mempunyai kekuatan hukum sebagai alat
bukti autentik yang dihasilkan pelayanan
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
Surat Keterangan Tempat Tinggal yang
selanjutnya disingkat SKTT adalah surat
keterangan kependudukan yang diberikan
kepada orang asing pemegang izin tinggal
terbatas.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
selanjutnya disingkat dengan SIAK, adalah
sistem informasi yang memanfaatkan
teknologi informasi dan komunikasi untuk
memfasilitasi pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan di tingkat
penyelenggara dan Perangkat Daerah yang
membidangi kependudukan sebagai satu
kesatuan.

Hak Akses adalah hak yang diberikan Menteri
kepada petugas yang ada pada penyelenggara
dan Perangkat Daerah yang membidangi
kependudukan untuk dapat mengakses data
base kependudukan sesuai dengan izin yang
diberikan.

Data Base adalah kumpulan berbagai jenis
data kependudukan yang tersimpan secara
sistematik, tersetruktur dan saling

berhubungan dengan menggunakan
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perangkat lunak, perangkat keras dan
jaringan komunikasi data.

Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa
penting yang dialami oleh seseorang dalam
register Pencatatan Sipil pada Perangkat
Daerah yang membidangi kependudukan.
,Pengakuan anak adalah pengakuan secara
hukum dari seseorang bapak terhadap
anaknya yang lahir dari luar ikatan
perkawinan yang sah atas persetujuan ibu
kandung anak tersebut.

Pengesahan Anak adalah pengesahan stgtus
hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan
perkawinan yang sah, menjadi anak sah
sepasang suami istri.

Penduduk Rentan Administrasi
Kependudukan adalah penduduk yang
mengalami hambatan dalam memperoleh
dokumen kependudukan yang disebabkan
oleh bencana alam dan kerusuhan sosial.
Petugas Rahasia Khusus adalah petugas
reserse dan petugas intelejen yang melakukan
tugas khusus diluar daerah domisilinya.
Penyelenggaran adalah Pemerintah.
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabu-
paten / kota yang bertanggung jawab dan
berwenang dalam urusan Administrasi
Kependudukan.

Data Kependudukan adalah  data
perseorangan dan/atau data agregat yang ter-
struktur sebagai hasil dari kegiatan Pendafta-
ran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Peristiwa Kependudukan adalah kejadian
yang dialami penduduk yang harus
dilaporkan karena membawa akibat terhadap

penerbitan atau perubahan Kartu Keluar-
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ga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat
keterangan kependudukan lainnya meliputi
pindah datang, perubahan alamat, serta sta-
tus tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat

yang melakukan pencatatan peristiwa pent-

ing yang dialami oleh seseorang pada
Perangkat Daerah yang membidangi
kependudukan yang pengangkatannya sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

Peristiwa Penting adalah kejadian yang di-
alami oleh sesorang meliputi kelahiran,
kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian,
pengesahan anak, pengangkatan anak,
perubahan nama dan perubahan status
kewarganegaraan.

Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal
yang diberikan kepada Orang Asing untuk
tinggal diwilayah Negara Kesatuan Repub-
lik Indonesia dalam jangka waktu yang
terbatas sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan.

Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang
diberikan kepada orang asing untuk ting-
gal menetap diwilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan.

Data Pribadi adalah data perseorangan terten-
tu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebena-
ran serta dilindungi kerahasiaannya.

Kantor Urusan Agama Kecamatan selanjut-
nya disingkat KUA Kec. Adalah satuan kerja
yang melaksanakan pencatatan nikah, talak,
cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi

Penduduk yang beragama Islam.
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Perlindungan Anak adalah segala kegiatan
untuk menjamin dan melindungi anak dan
hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,
berkembang dan berpartisipasi secara optimal

sesuai dengan harkat dan  martabat

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan

dari kekerasan dan diskriminasi.

Penerbitan KIA adalah pengeluaran KIA baru
atau penggantian KIA karena habis masa
berlakunya, pindah datang, rusak atau
hilang.

Ketentuan ayat (1) dihapus dan huruf a, huruf c,

huruf f, huruf g dan huruf h ayat (2) Pasal 4

diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

(1)
(2)

Pasal 4

Dihapus

Pemerintah Daerah berkewajiban dan ber-

tanggungjawab menyelenggarakan urusan

Administrasi Kependudukan yang dilakukan

oleh Bupati dengan kewenangan sebagai beri-

kut :

a. koordinasi penyelenggaraan Admin-
istrasi Kependudukan;

b. pembentukan Perangkat Daerah yang
membidangi kependudukan yang tu-
gas dan fungsinya dibidang  Ad-
ministrasi Kependudukan;

c. pengaturan teknis penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku;

d. pembinaan dan sosialisasi penyeleng-

garaan Administrasi Kependudukan;
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pelaksanaan kegiatan pelayanan
masyarakat dibidang Administrasi
Kependudukan;

penugasan kepada Desa/Kelurahan
untuk menyeleriggarakan sebagian
urusan Administrasi Kependudukan
berdasarkan asas tugas pembantuan;
penyajian data kependudukan
berskala Kabupaten berasal dari data
kependudukan yang telah dikonsolidasi-
kan dan dibersihkan oleh Kementerian
yang Dbertanggungjawab dalam urusan
Pemerintah dalam negeri; dan

koordinasi dan  pengawasan  atas
penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan.

Ketentuan ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (3) Pasal
14 diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 14

disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) dan

ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga

Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1) Instansi pelaksana melaksanakan urusan

Administrasi Kependudukan dengan

kewajiban meliputi :

a.

mendaftar peristiwa kependudukan dan
mencatat peristiwa penting;

memberikan pelayanan yang sama
dan professional kepada setiap
penduduk atas pelaporan peristiwa
kependudukan dan peristiwa penting;
mencetak, menerbitkan dan mendistri-

busikan Dokumen Kependudukan;
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d. mendokumentasikan hasil pendaftaran
penduduk dan pencatatan sipil,;

e. menjamin kerahasiaan dan keamanan
data atas peristiwa kependudukan dan

peristiwa penting; dan

f. melakukan verifikasi dan validasi data

dan informasi yang disampaikan oleh
penduduk dalam pelayanan pendaftaran
penduduk dan pencatatan sipil.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), huruf a untuk pencatatan ni-
kah, talak dan rujuk bagi penduduk yang
beragama Islam pada tingkat kecama-
tan dilakukan oleh Pegawai Pencatat pa-
da KUA Kec.

Pelayanan Pencatatan Sipil pada tingkat

kecamatan dilakukan oleh UPT Instansi

Pelaksana dengan kewenangan menerbitkan

Akta Pencatatan Sipil. |

Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) untuk persyaratan dan tata cara pen-

catatan peristiwa penting bagi penduduk

yang agamanya belum diakui sebagai
agama berdasarkan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan atau bagi penghayat

kepercayaan berpedoman pada Peraturan Pe-

rundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT

kependudukan Instansi Pelaksana

sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dan
prioritas  pembentukannya  dilaksanakan

sesuai Peraturan Perundang-undangan.
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Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu)
Pasal yakni Pasal 16A sehingga Pasal 16A
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16A

(1) Petugas Registrasi membantu kepala desa
atau lurah dan Instansi Pelaksana dalam
'Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

(2) Petugas registrasi sebagaimana dimaksud pa-
da ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh
Bupati diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil
yang Ihemenuhi persyaratan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman
pengangkatan dan pemberhentian serta tugas
pokok Petugas Registrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan ayat (2) Pasal 32 ditambahkan 4
(empat) huruf yakni huruf bb, huruf cc, huruf dd
dan huruf ee, diantara ayat (3) dan ayat (4)
disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) serta
ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (8), sehingga
pasal 32 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 32
(1) Data Kependudukan terdiri atas data
perseorangan dan/atau data agregat
penduduk.
(2) Data perseorangan meliputi :

a. Nomor Kartu Keluarga;

b. NIK;

c. Nama Lengkap;

d. Jenis Kelamin;

e. Tempat Lahir;

f. Tanggal/Bulan/Tahun Lahir;
g. Golongan Darah;

h. Agama/Kepercayaan;
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L

i. Status Perkawinan;

j-  Status Hubungan Dalam Keluarga;
Cacat Fisik Dan/Atau Mental;
Pendidikan Terakhir;

=

Jenis Pekerjaan;
NIK Ibu Kandung;
Nama Ibu Kandung;
NIK Ayah;

Nama Ayabh;

"o B 0B 3

Alamat Sebelumnya;
Alamat Sekarang;
t. Kepemilikan Akta Kelahiran/Surat Kenal

®

Lahir;

u. Nomor Akta Kelahiran/Nomor Surat Ke-
nal Lahir;

v. Kepemilikan Akta Perkawinan/Buku Ni-
kah;

Nomor Akta Perkawinan/Buku Nikah;

w
x. Tanggal Perkawinan;

y. Kepemilikan Akta Perceraian;

Z Nomor Akta Perceraian/Surat Cerai,
aa. Tanggal Perceraian;

bb. Sidik Jari;

cc. Iris Mata;

dd. Tanda Tangan; dan

ee. Elemen data lainnya yang merupakan
aib seseorang.

(3) Untuk kebutuhan Daerah selain data
perseorangan sebagaimana dimaksud ayat (2),
Instansi Pelaksana dapat meminta data
tambahan dengan membuat formulir.

g (3a) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

harus mendapat izin dari Bupati.

e e e e SR L T e el L e
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Data agregat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi himpunan data
perseorangan yang berupa data kuantitatif
dan data kualitatif.

Pemanfaatan data perseorangan penduduk

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

mendapat izin Bupati.

Persyaratan dan tatacara untuk mendapatkan
izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Bupati.

Agama/kepercayaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf h bagi penduduk yang
agamanya belum diakui sebagai agama
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan atau bagi penghayat kepercayaan
tidak diisikan dalam KTP, tetapi tetap dilayani
dan dicatat dalam data base kependudukan.
Data Kependudukan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)
digunakan untuk semua keperluan adalah
data Kependudukan dari Kementerian yang
bertanggung jawab dalam urusan Pemerinta-
han Dalam Negeri, antara lain untuk
pemanfaatan :

a. pelayanan publik;

b. perencanaan pembangunan;

c. alokasi anggaran;

d. pembangunan demokrasi; atau

e. penegakan hukum dan pencegahan

kriminal.
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Ketentuan Paragraf 4 diubah, sehingga Paragraf 4
berbunyi sebagai berikut :
Paragraf 4
Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41
berb'unyi sebagai berikut :
Pasal 41

(1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang mem-
iliki Izin Tinggal Tetap dan telah berumur 17
(tujuh belas) tahun atau telah kawin atau
pernah kawin wajib memiliki KTP-el.

(2) KTP-el sebagaimana dimaksud ayat (1) dan
ayat (2) berlaku secara nasional.

(3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa
berlaku atau mengganti KTP-el kepada
Perangkat Daerah yang membidangi
kependudukan paling lambat 30 ( tiga puluh )
hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Ting-
gal Tetap berakhir.

(4) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.

(5) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib
membawanya pada saat bepergian.

(6) Bagi penduduk korban bencana alam dan
atau bencana social diberikan KTP-¢l oleh in-

stansi pelaksana tanpa dipungut biaya.

Diantara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 1 (satu)
Pasal yakni Pasal 41A sehingga berbunyi sebagai
berikut :
Pasal 41A
(1) KTP-el mencantumkan gambar lambang
Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia, memuat ele-
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men data penduduk yaitu NIK, nama,
tempat tanggal lahir, laki- laki atau
perempuan, agama, status perkawinan,
golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarga-

negaraan, pas foto, masa berlaku, tempat

dan tanggal dikeluarkan KTP-el dan tanda

tangan pemilik KTP-el.
NIK sebagaimana  dimaksud pada ayat
(1), menjadi nomor indentitas  tunggal
untuk semua urusan pelayanan publik.
Pemefintah menyelenggarakan semua pela-
yanan public dengan berdasarkan NIK se-
bagaimana dimaksud pada ayat (2).
Untuk menyelenggarakan semua pelayanan
publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
Pemerintah melakukan integrasi nomor in-
dentitas yang telah ada dan digunakan un-
tuk pelayanan publik.
Elemen data penduduk tentang agama se-
bagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi
penduduk yang agamanya belum diakui se-
bagai agama berdasarkan ketentuan pera-
turan Perundang-undangan atau  bagi
penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi
tetap dilayani dan dicatat dalam data base
kependudukan.
Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tersimpan cip yang memuat rekaman
elektronik data perseorangan.
KTP-el untuk :
a. Warga Negara Indonesia masa berla-
kunya seumur hidup; atau
b. Orang Asing masa berlakunya dis-
esuaikan dengan masa berlaku izin

tetap.
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Dalam hal terjadi perubahan elemen data ru-
sak atau hilang, penduduk pemilik KTP-el
wajib melapor kepada Instansi Pelaksana
untuk dilakukan perubahan atau pengganti-

an.

Dalam hal KTP-el rusak, penduduk pemilik

KTP-el wajib melapor kepada Perangkat
Daerah yang membidangi kependudukan
dengan membawa KTP-el yang rusak.

Dalam hal KTP-el hilang, penduduk pemilik
KTP-el wajib melapor kepada Perangkat
Daerah yang membidangi kependudukan
dengan membawa surat pernyataan ke-
hilangan dari Kepolisian.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata
cara perubahan elemen data penduduk se-
bagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur

dengan Peraturan Bupati.

Ketentuan Pasal 42 ayat (1), ayat (2), ayat (5), ayat
(6), ayat (7) dihapus dan ayat (3), ayat (4), ayat (8),

diubah sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 42
(1) Dihapus.
(2) Dihapus.
(3) Penerbitan KTP-el bagi Warga Negara

(4)

(5)
(6)

Indonesia yang baru datang dari Luar Negeri
dilakukan setelah diterbitkan  Surat
Keterangan Datang dari Luar Negeri oleh
Instansi Pelaksana.

Masa berlaku KTP-el untuk Orang Asing
tinggal tetap disesuaikan dengan berlakunya
Izin Tinggal Tetap.
Dihapus.
Dihapus.
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(7) Dihapus.
(8) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib

membawanya pada saat bepergian.

Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44

berbunyi sebagai berikut:
' Pasal 44

(1) Petugas Khusus yang melakukan tugas kea-
manan negara diberikan dokumen
kependudukan khusus, untuk memberikan
perlindungan dan menjamin kerahasiaan
identitas selama menjalankan tugas rahasia.

(2) Ketentuan mengenai penerbitan Dokumen
Kependudukan bagi petugas khusus yang
melakukan tugas keamanan negara dilaksa-
nakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pe-

rundang-undangan.

Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut :
Pasal 45
(1) KIA adalah Kartu Identitas yang diberikan
kepada anak dari penduduk Warga Negara

Indonesia dan Warga Negara Asing yang

mengajukan permohonan belum berusia 17

(tuyjuh belas) tahun dan belum pernah

menikah.

(2) Masa berlaku KIA:

a. Untuk anak kurang dari 5 (lima) tahun
adalah sampai anak berusia S5 (lima)
tahun; dan

b. Untuk anak diatas S (lima) tahun adalah
sampai anak berusia 17 (tujuh belas)

tahun kurang 1(satu) hari.
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Pasal 47
(1) Petugas tertentn pada instansi pelaksamna
diberi hak akses untuk membaca, memasu-
kkan, mengubah, meralat, menyimpan,
menghapus, mencetak, mengkopi data dan
dokumen kependudukamn.
(1a) Data perseorangan dan dokumen kependu-
dukan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib disimpan dan dilindungi keraha-
siaanmya oleh Negara.
(1b) Petugas Instansi Pelaksana dan Pengguna Da-

(tc)

Menteri Dalam Negeri.

(2} Petugas Instansi Pelaksana dan
data kependudukan sebagaimana dimaksud
pada ayat (Ib} dil :

3

dalh Pe:niﬁtmr'i‘k, I (Eid);

>y

d. memiliki dedikasi dan tanggung jawab

()
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c. menderita sakit permanen schinga tidak
bisa menjalankan tugas;

d. tidak cakap melaksanakan tugas dengan
baik; dan

e. membocorkan data dan dokumen

kependudukan.
Pencabutan hak akses Petugas sebagaima-
na dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh
Menteri berdasarkan usulan Instansi
Pelaksana.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyara-

tan, ruang ingkup dan tata cara mengenai
pemberian hak akses Petugas Pada Instansi

Pelaksana dan pengguna data kependudukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1b)

karn sesuai ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.

14. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48
berbuny: sebagai berikut :

(1)

(2)

Pasal 48
Data pribadi penduduk yang harus dilin-
dungi memuat :
a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau
mental;
sidik jari;
tanda tangan; dan _
elemen data lainnya yang merupakan
aib seseorang.

PR p ¥

Ketentuan lebih lanjut mengenai beberapa
isi catatan peristiwa penting sebagaimana di-
maksud pada ayat (I} dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.



15

16.

17.

18.

27-

Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut :

Pasal 49

(1) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dima-
ksud dalam Pasal 48, wajib disimpan dan
dilindungi kerahasiaannya oleh Negara.

(2) 'Data Pribadi penduduk sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) harus dijaga
kebenarannya dan dilindungi kerahasiaann-
ya oleh penyelenggara dan Instansi Pelaksana
sesuai dengan ketentuan Peraturan Pe-

rundang-undangan.
Ketentuan Pasal 50 dihapus.

Diantara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 1 (satu)
Pasal yakni Pasal 51A, sehingga Pasal 51A
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51A
Pengurusan dan penerbitan Dokumen

Kependudukan tidak dipungut biaya.

Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55

berbunyi sebagai berikut :
Pasal 55

(1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh
penduduk kepada Perangkat Daerah yang
membidangi kependudukan setempat paling
lambat 60 (enam puluh ) hari sejak kelahiran;

(2) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yang melampaui batas waktu 60
(enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran
pencatatan dan penerbitan akta kelahiran
dilaksanakan setelah mendapatkan
keputusan dari perangkat daerah yang mem-

bidangi kependudukan.
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(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil
mencatat pada register Akta Kelahiran
dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

(4) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimak-
sud pada ayat (3), diterbitkan oleh Pejabat
Pencatatan Sipil dan disimpan oleh
Perangkat Daerah yang membidangi
Kependudukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan
dan | tata cara pencatatan kelahiran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dengan Peraturan Perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 56 ayat (1) dihapus dan ayat (2)
diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai
berikut :
Pasal 56
(1) Dihapus.
(2) Pencatatan kelahiran dalam Register Ak-
ta Kelahiran dan Penerbitan Kutipan Akta
Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran

seseorang yang tidak diketahui asal usulnya

Y
iyc

atau keberadaan orang tuanya, didasarkan

domisili penduduk kepada Perangkat Daerah

VTl MO oIGangi LCDCNGUGUEAT aiNE
S TTEEO Bl iianiaennit e ki i & I (e}
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lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ke-
matian.

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil men-
catat pada Register Akta Kematian dan

menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keteran-
gan kematian dari pihak yang berwenang.
Dalam hal terjadi ketidak jelasan keadaan
seseofang karena hilang atau mati tetapi
tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh
Perangkat Daerah yang membidangi
kependudukan baru dilakukan setelah adan-
ya penetapan pengadilan.

Dalam hal terjadi kematian seseorang yang
tidak jelas identitasnya, Perangkat Daerah
yang membidangi kependudukan melakukan
pencatatan kematian berdasarkan surat
keterangan dari kepolisian.

Dalam hal tempat peristiwa kematian berbeda
dengan domisili, Perangkat Daerah yang
membidangi kependudukan yang menerbit-
kan register dan kutipan Akta Kematian se-
bagaimana dimaksud pada ayat (1) mem-
beritahukan kepada Perangkat Daerah yang
membidangi kependudukan daerah asal.
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan
dan tata cara pencatatan Kematian se-
bagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2)
ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dia-

tur dengan Peraturan Perundang-undangan.
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berbunyi sebagai berikut :

(1)

(3)

Pasal 69
Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh

orang tua pada Perangkat Daerah yang

membidangi kependudukan paling lambat

30 ( tiga puluh ) hari sejak tanggal Surat
Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui
oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak
yang orang tuanya telah melaksanakan
perkawinan sah menurut agama, tetapi
belum sah menurut Peraturan Perundang-
undangan.

Berdasarkan laporan sebagaimana dima-
ksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil
mencatat pada Register Akta Pengakuan
Anak dan menerbitkan Kutipan Akta
Pengakuan Anak. ;
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan
dan tata cara pencatatan pengakuan anak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan

Perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga Pasal 70

berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

Pasal 70

Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan
oleh orang tua kepada Perangkat .Daerah
yang membidangi kependudukan paling lam-
bat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu
dari anak yang bersangkutan melakukan -
perkawinan dan mendapatkan akta per-
kawinan.

Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak

yang orang tuanya telah melaksanakan
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perkawinan sah menurut Peraturan Perun-
dang-undangan.

(3) Berdasarkan laporan pengesahan anak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat
Pencatat Sipil mencatat pada register akta
pengesahan anak dan menerbitkan Kutipan
,Akta Pengesahan Anak. |

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan
dan tata cara pencatatan pengesahan
anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan

Bupati.

Di antara BAB XIII dan BAB XIV disisipkan 1
(satu) BAB yakni BAB XIIIA, sehingga berbunyi
sebagai berikut :
BAB XIIIA
PEMBIAYAAN

Di antara Pasal 90 dan Pasal 91 disisipkan satu
Pasal yakni Pasal 91A, sehingga berbunyi
sebagai berikut :
Pasal 91A

Pembiayaan  penyelenggaraan  program dan
kegiatan  Administrasi Kependudukan yang
meliputi kegiatan fisik dan non fisik
dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan Anggaran pendapatan dan

Belanja Daerah.

Di antara Pasal 100 dan Pasal 101 disisipkan satu
Pasal yakni Pasal 100A, yang berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 100A
Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan

Data Kependudukan dan Data Pribadi dipidana
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kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau
denda paling banyak Rp50.000.000.00 (lima puluh

juta rupiah).

Ketentuan Pasal 105 diubah, sehingga Pasal 105

berbunyi sebagai berikut :

Pasal 105

(1) Dalam  pembuatan KTP-el dan data
Kependudukan Pemerintah Daerah wajib
memberikan NIK kepada setiap Penduduk.

(2) Petugas pada Perangkat Daerah yang mem-
bidangi Kependudukan wajib menjadikan NIK
sebagai dasar penerbitan dokumen paling
lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak
pengguna data kependudukan mengakses
data kependudukan.

(3) KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum Per-
aturan Daerah ini ditetapkan berlaku se-
umur hidup.

(4) Semua singkatan KTP sebagaimana dimak-
sud dalam Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Admin-
istrasi Kependudukan harus dimaknai KTP-el;

(5) Setiap Instansi yang berwenang dalam
melaksanakan razia terhadap kepemilikan
dokumen kependudukan bagi WNI dan WNA
yang berada di Kabupaten Natuna wajib
mengikut sertakan atau melibatkan Perangkat

Daerah yang membidangi Kependudukan.

Ketentuan Pasal 107 dihapus
Ketentuan Pasal 108 di hapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan pe-

nempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Natuna.

Ditetapkan di Ranai

ABDUL'HAMID RIZAL

/,
Diundangkan di Ranai

pada tanggal |5 Septensber 200

7 SEKRETARIS DAERA
KABUPATEN NATUNA,

WAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2019 NOMOR &

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU : (,34 / 2019
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR { TAHUN 2019

TENTANG

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH

NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

1. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka mendukung Penyelanggaraan Pemerintah dan
Pelaksanaan Pembangunan di daerah serta untuk meningkatkan
Pelayanan, Penataan dan Penertiban kepada masyarakat di Kabupaten
Natuna di bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perlu
dilakukan upaya-upaya penyempurnaan dalam ketentuan
Penyelenggaraan dan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang
pada hakekatnya daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan
pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas
setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh
Penduduk WNI dan orang asing.

Setiap peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti
yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai
dengan peraturan yang berlaku, berdasarkan ketentuan yang diatur
dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah
ke Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi
Kependudukan, Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan,
melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan antara lain melalui
Sistem Administrasi Kependudukan dengan menggunakan Teknologi
Informasi dan Komunikasi guna memenuhi kebutuhan masyarakat atas
pelayanan kependudukan.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sebagaimana diatur
dengan Peraturan Daerah ini, dapat memberikan pelayanan administrasi

kepada masyarakat secara optimal, sehinga perlindungan terhadap
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Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh
penduduk tanpa adanya perlakuan diskriminatif dan memberikan
kepastian hukum.

Pemerintah Kabupaten Natuna dalam rangka menyelenggarakan
pelayanan administrasi kependudukan melibatkan peran serta
masyarakat terutama Ketua RT/RW dalam rangka memperoleh dokumen
kependudukan untu menjr;lmin kepastian data penduduk WNI mapun
orang asing yang berada di wilayahnya. Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil di Daerah diselenggarakan dengan sebaik-baiknya
dibawah pembinaan, pengawasan dan pengendalian dari Pemerintah

Daerah.
PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2A
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Data Kependudukan skala Nasional diterbitkan secara
berkala per semester yaitu untuk semester pertama yang
diterbitkan tanggal 30 Juni dan semester kedua yang
diterbitkan tanggal 31 Desember.
Huruf
Penyediaan blangko KTP-eL dilaksnakan oleh Pemerintah
dengan pertimbangan untuk menjamin cip KTP-eL dapat °

terintegrasi dengan sistem yang sudah ada.
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Huruf g

Penyediaan blangko selain blangko KTP-eL dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan_ di
Kabupaten/Kota.

Dokumen Kependudukan selain KTP-eL anatar lain biodata
penduduk, kar'tu keluraga, surat keterangan kependudukan,
akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta
kematian, akta pengakuan anak dan akta pengesahan anak.

Huruf h

Pasal 4

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Hurufd

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Desa” adalah kesatuan masyarakat
hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat, berdasarkan asal-usul, adat istiadat stempat yang
diakui dan dihormati dalam sistemm Pemerintah Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf g




berkala per semester yaitu untuk semester pertama yang
diterbitkan tanggal 30 Juni dan semester kedua yang
diterbitkan tanggal 31 Desember.

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 16A
Cukup jelas

Pasal 25
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

"

Bata Kependudukan skala kabupaten diterbitkan secara



Yang dimaksud dengan “cacat fisik dan/atau mental”

berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Huruf'l

Cukup jelas.
Huruf m '

Cukup jelas.
Huruf n

Cukup jelas.
Huruf o

Cukup jelas.
Huruf v

Cukup jelas.
Huruf q

Cukup jelas.
Hurufr

Cukup jelas.
Huruf s

Cukup jelas.
Huruf t

Cukup jelas.
Huruf u

Cukup jelas.
Huruf v

Cukup jelas.
Huruf w

Cukup jelas
Huruf x

Cukup jelas.
Huruf y

Cukup jelas.
Huruf z

Cukup jelas.
Huruf aa

Cukup jelas.
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Huruf bb
Cukup jelas.
Huruf cc
Cukup jelas.
Huruf dd
Cukup jelas.
Huruf ee ’
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “data agregat” adalah kumpulan data
tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Pentung, jenis
kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan dan pekerjaan.
Yang dimaksud dengan “data kuantitatif” adalah data yang
berupa angka-angka.
Yang dimaksud dengan “data kualitatif” adalah data yang
berupa penjelasan.
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh Pengguna adalah
Data Kependudukan yang sudah dikonsolidasikan dan
dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam

urusan pemerintahan dalam negeri.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan pelayanan publik”
antara lain untuk penerbitan surat izin mengemudi, izin
usaha, pelayanan wajib pajak, pelayanan perbankan,
pelayanan penerbitan sertifikat tanah, asuransi, jaminén

kesehatan masyarakat dan/atau jaminan sosial tenaga kerja.
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Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan perencanaan
pembangunan” antara lain untuk perencanaan pembangunan
Nasional, perencanaan pendidikan, perencanaan kesehatan,
perencanaan tenaga kerja dan/atau pengentasan masyarakat
dari kemiskinan.

Huruf c '

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan alokasi anggaran”
antara lain untuk penentuan dana alokasi umum (DAU)
dan/atau perhitungan potensi perpajakan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan pembangunan
demokrasi” antara lain untuk penyiapan data agregat
kependudukan per kecamatan (DAK2) dan/atau penyiapan
data penduduk potensial pemilih Pemilu (DP4).

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan penegakan hukum dan
pencegahan kriminal” antara lain untuk memudahkan
pelacakan pelaku kriminal, mencegah perdagangan orang

dan/atau mencegah pengiriman tenaga kerja ilegal.

Pasal 41

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4) '
Dalam rangka menciptakan kepemilikan 1 (satu) KTP-eL untuk
1 (satu) penduduk, diperlukan sistem keamanan/pengendalian
dan sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan
melakukan verifikasi dan validasi dalam sisten database
kependudukan serta pemberian NIK.

Ayat (5)

Cukup jelas



Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 41A

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

A Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Fungsi KTP-el ditingkatkan secara bertahap menjadi KTP-el
multiguna. '

Data perseorangan yang dimuat dalam cip akan disesuaikan
dengan kebutuhan.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Ayat (11)
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 44
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f}ukupjelas

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 45A

Cukup Jelas.

Pasal 46A

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (1a)

Cukup jelas.
Ayat (1b)

Yang dimaksud dengan “pengguna” antara lain lembaga

negara, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian

dan/atau badan hukum Indonesia.

Ayat (1c)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.



Pasal 50
Yang dimaksud dengan “pengurusan dan penerbitan” meliputi

penerbitan baru, penégantian akibat rusak atau hilang, pembetulan
akibat salah tulis dan/atau akibat perubahan elemen data.

Pasél S51A

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.
Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)



Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 100A
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR



